WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK
TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status
Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah
melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum
memberikan layanan publik tertentu;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam di atas, maka perlu membentuk
Peraturan Walikota Semarang tentang Konfirmasi Status
Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Prepinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namor 5049);



10.

1.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomeor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Penataan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat [I Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara
Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat I1 Semarang Dalam Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4761);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib
Pajak dalamm Pemberian Layanan Publik Tertentu di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014
tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah
Kota Seémarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 93);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
111};



12, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan  Organisasi
Perangkat Daerah Kota Semarang {Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 78).

MEMUTUSKAN

Menetapkan - PERATURAN WALIKOTA TENTANG KONFIRMASI STATUS
WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK
TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota  sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daecrah otonom;

3. Walikota adalah Walikota Semarang;

4. Pajak adalah Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan wyang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat;

5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifal memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperiuan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat;

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, vang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan;

7. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk
memperoleh keterangan status Wajib Pajak;

8. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi vang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib
Pajak atas layanan publik tertentu;

9. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat;
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(1)

(2]

(3)

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangksa
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa
dan/atau pelayanan administratif vang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik;

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Izin maupun Tanda Daiftar
Usaha;

Non Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas kepada seseorangatau
sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara;

Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan
pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk
penandatangannya atas nama Walikota;

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk
sehagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum vang
berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara
langsung maupun tidak langsung;

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam
rangka pelayanan vyang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
terukur.

BAB 11
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

Pemerintah daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum
memberikan layanan publik tertentu.

Pemerintah daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak kepada
Menteri yang membidangi urusan keuangan melalui Direktur Jenderal
Pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.

Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) adalah
perizinan dan non perizinan yang ditetapkan dalam pelimpahan
wewenang kepada kelembagaan penyelenggara PTSP.

Passal 3

Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap
pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan publik tertentu,

Pasal 4

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak
diatur dalam perjanjian kerjasama.



BAB III
KETENTUAN PENUTUFP

Pasal 5

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak
dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah diatur dalam
Standar Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang |

pada tanggal |
WALIK EMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang

pada tanggal >
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

iy

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR



